GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR |8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 03 TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

. bahwa untuk efektivitas pertanggungjawaban pelaksana

perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan
di tempat tujuan, perlu menyesuaikan format surat pernyataan
tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2025 tentang
Perjalanan Dinas, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu
diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun
2025 tentang Perjalanan Dinas;

. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistern Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

10.

11.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 684 1);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1547});

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009
Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 24);

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60};

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 74);

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 21);

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 129);
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22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh

(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Acch Nomor 118j;

23. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 132);

24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe

(Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 138);

25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG
PERJALANAN DINAS.

Pasal |

Lampiran | dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2025
tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor
03) diubah sechingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal I1
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 15 September 2025
22 Rabiul Awal 1447

GUBERNUR ACEH,
Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 15 September 2025
22 Rabiul Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH, - #Salinan sesuai dengan aslinya
/ KEPALA BIRO HUKUM,
Ttd. ,
el ?lmr_n-m AD JUNAIDI, SH, MH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 19



LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR £ TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS. ------

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama -

NIP

Jabatan

SKPA/Instansi

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..

dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya I::ahwa saya tldak menggunakan famhtas

penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas.

. tanggal ..

ssag

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari
ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Banda Aceh, Banda Aceh,
Mengetahm,chn;,retu_]m Pelaksana PGI]EIIB.I'I.EI.I'I. Dlnas
PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
NAMA NAMA
PANGEKAT PANGKAT
NIP. NIP.

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF
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